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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa pasal 20 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan KPU
Kabupaten/Kota  berkewajiban mengelola barang
inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

b. bahwa ketentuan pasal 33 huruf c¢ dan pasal 42
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;

c. bahwa untuk mengelola barang inventaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan perlu menunjuk
Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu



Mengingat

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tabanan tentang Penunjukan
Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi
Barang Milik Negara Dan Persediaan pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun
2026.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara



Menetapkan

KESATU

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 67);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1817);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.

Menunjuk NIZAR, S.Sos. NIP. 198806152024211020 sebagai

Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang



Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026.

KEDUA : Operator SIMAK BMN sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU melaksanakan tugas :

1. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026;

2. Melaksanakan Pendistribusian Barang Milik Negara pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026;

3. Membuat Daftar Barang Ruangan pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tabanan;

4. Melakukan Stock Opname Fisik Barang;

S. Melakukan inventarisasi terhadap Barang Milik Negara
yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk
dilakukan Penghapusan Barang Milik Negara;

6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh
pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tabanan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 sebagaimana tercantum

dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-

076.01.2.658169/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 4 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN,
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN ttd.
Kepala 8 ﬁBagian Teknis
/Be e ,‘-‘é‘ Pemilu, Partisipasi dan
/ asyarakat, GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI
: »



